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I. UMUM 

Visi sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat 
dan berwibawa mengisyaratkan bahwa pengelolaan dan 
penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis 
pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 
harus berlangsung sinergis. Visi sistem pendidikan nasional 
dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia 
agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu 
dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. 

Dalam era globalisasi dan informasi saat ini, keterbukaan telah 
menjadi karakteristik kehidupan yang demokratis, dan hal ini 
membawa dampak pada cepat usangnya kebijakan maupun praksis 
pendidikan. Parameter kualitas pendidikan, baik dilihat dari segi 
pasokan, proses, dan hasil pendidikan selalu berubah. Tanggung 
jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, 
masyarakat dan orang tua. Oleh sebab itu, pendidikan harus secara 
terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah 
pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku 
kepentingan (stakeholders) agar mampu mempersiapkan generasi 
penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki unggulan kompetitif 
dalam tatanan kehidupan nasional dan global. 
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Dunia pendidikan khususnya dan tantangan masa depan 
umumnya telah berubah dan berkembang sedemikian cepatnya. 
Untuk mengantisipasi serta merespon perubahan dan perkembangan 
tersebut, perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang 
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang responsif untuk 
memaksimalkan terselenggaranya sistem pendidikan nasional. 

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkaitan dengan 
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu ditetapkan 
peraturan perundang-undangan yang mencakupi: 

a. pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, 
pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang 
didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan; 

b. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan 
menengah, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal, pendidikan 
jarak jauh, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, 
pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis 
keunggulan lokal, pendidikan oleh perwakilan negara asing dan 
kerjasama lembaga  pendidikan asing dengan lembaga pendidikan 
Indonesia; 

c. penyetaraan pendidikan informal; 

d. kewajiban peserta didik; 

e. pendidik dan tenaga kependidikan;  

f. pendirian satuan pendidikan; 

g. peran serta masyarakat; 

h. pengawasan; dan  

i. sanksi. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2  

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 
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Pasal 10 

Ayat (1)  

Standar pelayanan minimal merupakan batas minimal 
pemenuhan standar isi, proses, kompetensi lulusan, 
pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, 
pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang 
harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan dasar dan 
menengah, serta pencapaian target pembangunan 
pendidikan nasional. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Yang dimaksud dengan “manajemen berbasis 
sekolah/madrasah” adalah bentuk otonomi satuan 
pendidikan. Dalam hal ini, kepala sekolah/madrasah dan 
guru dibantu komite sekolah/madrasah dalam mengelola 
pendidikan. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Huruf a 

Akreditasi program pendidikan dapat dinyatakan 
dalam bentuk sertifikasi program pendidikan. 

Huruf b . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


 

Huruf b 

Akreditasi satuan pendidikan dapat dinyatakan 
dalam bentuk sertifikasi satuan atau unit pelaksana 
satuan pendidikan. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Ayat (1)  

Potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa meliputi 
bidang intelektual umum, akademik khusus, kreatif 
produktif, seni kinestetik, psikososial/kepemimpinan, dan 
psikomotorik/olahraga. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 
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